KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA DELEGASI PENGUSUNG HASIL MUSRENBANG DESA
PERBEKEL BANYUSER],
Menimbang : a. bahwa untuk mengawal dan mengusung hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa
Banyuseri yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas
dan dikaji pada forum Musrenbang yang lebih tinggi maka
perlu menetapkan nama-nama sebagai perwakilan untuk
mengusung hasil musrenbangdesa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel
tentang Penetapan Nama Delegasi Pengusung Hasil
Musrenbang Desa,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk.Il dalam Wilayah Daerah-
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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S man TAMARDIO QIFTIW TITILLESS —

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan
Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2014 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri
Tahun 2020 Nomor 6);

11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor
3);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Banyuseri Nomor 03/VIII/2024 tentang membahas dan
penyepakatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(RKPDes) Tahun 2025 tertanggal 29 Agustus 2024,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Penetapan Nama Delegasi Pengusung Hasil Musrenbang Desa
Banyuseri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
A Pddditanggal 30 Agustus 2024
\

YV PERBEKENBANYUSERI,
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Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1.Camat Banjar di Banjar;

2.Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
3.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 29 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN NAMA DELEGASI
PENGUSUNG HASIL MUSRENBANG
DESA BANYUSERI.

NAMA -NAMA DELEGASI PENGUSUNG HASIL MUSRENBANG DESA BANYUSERI

NO NAMA JABATAN

1. |I Nyoman Witada Perbekel

2. |I Nyoman Merta Sedana Ketua BPD

3. |I Made Kembar,S.Pd Ketua LPM

4. | Dra.Putu Srini KPMD

5. | Ni Made Meliani, S.Pd Ketua PKK Banyuseri
6. | Made Agustini Kader BKB
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